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Abstark: Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
MURABAHAH point pertama tentang ketentuan umum murabahah nomor 9
menjelaskan kebolehan pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada
nasabah yang membutuhkan barang tersebut, kemudian setelah barang secara
prinsip sudah dimiliki oleh bank maka dilakukan transaksi murabahah. Akan
tetapi dalam pelaksanaan di lapangan praktek wakalah dalam murabahah tidak
diakhiri dengan pelaksanaan transakasi murabahah, hal ini dapat dipahami dari
tindakan nasabah yang hanya menyerahkan  bukti (kwitansi) pembelian barang
tersebut sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian proses akad
murabahah mendahului pelaksanaan wakalah. Bagaimana status hukum wakalah
antara bank dengan nasabah dalam akad murabahah yang mana wakil tanpa
penyerahan dari muwakkil langsung menjadi pemilik benda yang menjadi objek
wakalah?.

Kata Kunci: Wakalah, Murabahah

Pendahuluan

Tiga faktor yang
mempengaruhi implementasi
ekonomi syari’ah, dalam operasional
perbankan syariah, koperasi syari’ah
dan lembaga keuangan syari’ah
lainnya yaitu; regulasi, pelaksana
dan masyarakat.1Ketiga factor ini
harus sejalan untuk dapat menjadikan
bank syari’ah yang ideal. Artinya,
bahwa dalam pelaksanaan perbankan
syari’ah sebagai lembaga keuangan
harus dilandasi oleh aturan-aturan
yang bisa melegalkan seluruh
kegiatan yang akan dilaksanakan,
pada saat yang sama,pelaksana yang

1Wiroso, Produk Perbankan
Syari’ah, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, h. 3

akan menjalankan system Perbankan
Syari’ah juga harus mempunyai
kualitas yang baik dalam penguasaan
produk, system perbankan syari’ah.
Begitu juga factor masyarakat yang
akan menjadi nasabah di perbankan
syari’ah. Sebab, meskipun regulator
telah membuat ketentuan syar’i,
pelaksana bank syari’ah telah
melaksankan sesuai ketentuan syar’i,
namun tanpa partisipasi dan peranan
masyarakat yang memahami aturan-
aturan dan karakteristik bank
syari’ah, pelaksanaan bank syari’ah
juga tidak akan bisa berjalan
maksimal sesuai dengan ketentuan
yang ada. Hal ini sangat diperlukan
edukasi masyarakat dan pelaksana
bank syari’ah harus dapat
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meyakinkan bahwa bank syari’ah
sangat berbeda dengan bank
konvensionsl.Peranan  pelaksana
bank syari’ah dan instansi terkait
sangat dibutuhkan dalam edukasi
masyarakat, karena perbankan
syari’ah merupakan hal yang baru di
Indonesia. Dengan semakin banyak
masyarakat yang mengetahui konsep
bank syari’ah secara benar sesuai
ketentuan yang berlaku, diharapkan
dapat dipergunakan sebagai salah
satu control terhadap pelaksanaan
perbankan syari’ah agar sesuai
kaidah-kaidah syar’i yang ada,
sehingga bank syari’ah yang
mengabaikan kaidah syar’i akan
ditinggalkan oleh masyarakat.

Produk-produk yang
ditawarkan pihak bank syari’ah
kepada calon nasabah, salah satunya
adalah pembiayaan dengan system
murabahah.Secara konseptual aqad
murabahah itu merupakan jual beli
barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang
disepakati.2Secara praktik di lembaga
keuangan syari’ah jual beli
muarabahah dilakukan dengan
proses bahwa pihak bank
mewakilkan kepada nasabah yang
membutuhkan barang untuk membeli
sendiri barang yang akan dijadikan
objek murabahah, selanjutnya
nasabah yang menjadi wakil tersebut
membeli sendiri barang yang
dibutuhkannya. Si nasabah hanya
memberikan kuitansi pembelian
kepada bank sebagai bukti sudah
dilakukan pembelian barang
dimaksud.Pihak bank tidak melihat

2Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam
wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Abdul
Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani
Press, 2011, h. 590

apalagi menyerahkan benda tersebut
untuk dilakukan jaul beli
murabahah.artikel ini mencoba
menganalisa sinkronisasi konsep dan
praktik wakalah dalam jual beli
murabahah.

Wakalah dalam konsep fiqh

Secara bahasa wakalah
adalah melindungi,
menyerahkan.3Pengertian ini
memberikan pemahaman bahwa
tindakan wakalah berarti tindakan
melindungi atau tindakan
menyerahkan sesuatu. Secara
terminologi menurut Syafi’iyyah
wakalah adalah penyerahan
kewenangan terhadap sesuatu yang
boleh dilakukan sendiri dan bisa
diwakilkan kepada oang lain, untuk
dilakukan oleh wakil tersebut selama
pemilik kewenangan asli masih
hidup.4Definisi dari Syafi’iyyah ini
memberikan pemahaman bahwa
adanya tindakan orang yang
memiliki kewenangan menyerahkan
suatu pekerjaan kepada orang lain

3 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam
wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Abdul
Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani
Press, 2011, h. 590. Pengertian wakalah
secara bahasa ini dapat dilihat dalam  al-
Qur’an Surat al-Muzammil: 9 dan Hud: 56
berikut:


(Dia-lah)
Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan
(yang berhak disembah) melainkan Dia,
Maka ambillah Dia sebagai
Pelindung.

Sesungguhnya
aku bertawakkal(berserah diri) kepada
Allah Tuhanku dan Tuhanmu.

4 Mughni al-Muhtaj, Vol.II, h.217
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agar orang lain tersebut melakukan
pekerjaan itu sesuai dengan
kehendak dari yang yang
mewakilkan selama orang yang
mewakilkan tersebut masih hidup.
Pembatasan pada orang yang
mewakilkan itu masih hidup untuk
mengeluarkan pemahaman bahwa
wakalah tidak termasuk
wasiat.Apabila orang yang
mewakilkan sudah wafat, maka
kewenangan melakukan pekerjaan
tersebut berada pada ahli waris.

Sedangkan ulama Hanafiyah
mendefinisikan wakalah adalah
tindakan seseorang menempatkan
orang lain di tempatnya untuk
melakukan tindakan hukum yang
tidak mengikat dan diketahui. Atau
penyerahan tindakan hukum dan
penjagaan terhadap sesuatu kepada
orang lain yang menjadi wakil.
Tindakan hukum ini mencakup
pembelanjaan terhadap harta, seperti
jual beli, atau hal-hal lain yang
secara syara’ bisa diwakilkan seperti
juga memberi izin kepada orang lain
untuk masuk rumah.5

Islam mengakomodir
wakalah karena wakalah dibutuhkan
oleh manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Karena tidak
semua orang mampu menyelesaikan
urusannya atau pekerjaannya sendiri
tanpa bantuan orang lain. Al-Qur’an
dan hadis sudah mengisyaratkan
kebolehan tindakan wakalah. Di
antaranya Qs. Al-Kahfi; 19





5 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam
wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Abdul
Hayyi al-Kattani, h. 590









Maka suruhlah salah seorang
di antara kamu untuk pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini.









Berkata Yusuf: "Jadikanlah
aku bendaharawan negara (Mesir);
Sesungguhnya aku adalah orang
yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan".

Dalam sunnah fi’liah
diceritakan bahwa Rasulullah pernah
mewakilkan kepada seorang
sahabatnya yang bernama ‘Urwah
untuk membelikan seekor kambing
kurban (HR. Bukhari). Rasulullah
juga pernah mewakilkan untuk
mengambilpembayaran zakat (HR.
Abu Dawud).

Dengan menganalisa ayat dan
hadis tersebut ulama fiqh sepakat
membolehkan wakalah, bahkan
disunnahkan karena di dalam akad
wakalah ada unsur tolong  menolong
dalam kebaikan dan ketaqwaan.6

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah dijelaskan tentang
ketentuan-ketentuan pelaksanaan

6 Taufiq Abdullah dkk,
Ensiklopedi Tematik Dunia Islam, Jakarta;
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth, h.162
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wakalah dalam pasal 464 s/d 474
sebagai berikut;

Pasal 464

Seseorang dan atau badan usaha
berhak menunjuk pihak lainsebagai
penerima kuasanya untuk
melaksanakan suatu tindakanyang
dapat dilakukannya sendiri,
memenuhi suatu kewajiban, danatau
untuk mendapatkan suatu hak dalam
kaitannya dengan suatutransaksi
yang menjadi hak dan
tanggungjawabnya.

Pasal 465

(1) Suatu transaksi yang dilakukan
oleh seorang penerima kuasadalam
hal hibah, pinjaman, gadai, titipan,
peminjaman,kerjasama, dan
kerjasama dalam modal/usaha,
harusdisandarkan kepada kehendak
pemberi kuasa.

(2) Jika transaksi tersebut seperti
disebut pada ayat (1) di atastidak
merujuk untuk diatasnamakan
kepada pemberi kuasa,maka
transaksi itu tidak sah.

Pasal 466

Transaksi pemberian kuasa sah jika
kekuasaannya dilaksanakan
olehpenerima kuasa dan hasilnya
diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 467

Hak dan kewajiban di dalam
transaksi pemberian
kuasadikembalikan kepada pihak
pemberi kuasa.

Pasal 468

Barang yang diterima pihak
penerima kuasa dalam
kedudukannyasebagai penerima
kuasa penjualan, pembelian,

pembayaran, ataupenerimaan
pembayaran utang atau barang
tertentu, makadianggap menjadi
barang titipan.

Pasal 471

(1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai
penerima kuasa untuk suatumasalah
tertentu, tidak berhak menunjuk yang
lain sebagaipenerima kuasa tanpa
izin yang memberikan kuasa.

(2) Pihak yang ditunjuk oleh
penerima kuasa pada ayat (1)
akanmenjadi penerima kuasa dari
yang memberikan kuasa.

Pasal 472

Penerima kuasa yang diberi kuasa
untuk melakukan perbuatanhukum
secara mutlak, maka ia bisa
melakukan perbuatan hukumsecara
mutlak.

Pasal 473

Penerima kuasa yang diberi kuasa
untuk melakukan perbuatanhukum
secara terbatas, maka ia hanya bisa
melakukan perbuatanhukum secara
terbatas.

Pasal 474

(1) Jika disyaratkan upah bagi
penerima kuasa dalam
transaksipemberian kuasa , maka
penerima kuasa berhak atas
upahnyasetelah memenuhi tugasnya.

(2) Jika pembayaran upah tidak
disyaratkan dalam transaksi,
danpenerima kuasa itu bukan pihak
yang bekerja untuk mendapatupah,
maka pelayanannya itu bersifat
kebaikan saja dan iatidak berhak
meminta pembayaran.
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Pemberian kuasa Untuk
Pembelian

Pasal 475

(1) Sesuatu yang dikuasakan kepada
penerima kuasa harusdiketahui
dengan jelas agar bisa dilaksanakan.

(2) Pemberi kuasa harus menyatakan
jenis barang yang harusdibeli.

(3) Jika jenis barang itu sangat
bervariasi, maka pemberi kuasaharus
menyebutkan variannya.

(4) Jika syarat yang terdapat dalam
ayat (1), (2), dan (3) tidakterpenuhi,
maka transaksi pemberian kuasa
tidak sah.

Pasal 476

(1) Jika penerima kuasa menyalahi
akad, maka pemberi kuasaberhak
menolak atau menerima perbuatan
tersebut.

(2) Meskipun barang yang dibeli
seperti disebutkan pada ayat (1)itu
menguntungkan pemberi kuasa,
penerima kuasa dianggaptelah
membeli barang untuk dirinya sendiri

Pasal 477

(1) Jika harga suatu barang tidak
disebutkan dalam akad, makapihak
yang ditunjuk sebagai penerima
kuasa bisa membelibarang itu dengan
harga pasar, atau pada suatu harga
yangsedikit perbedaannya dari harga
pasar.

Pasal 478

(1) Jika harga suatu barang tidak
disebutkan dalam akad, makapihak
yang ditunjuk sebagai penerima
kuasa bisa membelibarang itu dengan
harga pasar, atau pada suatu harga
yangsedikit perbedaannya dari harga
pasar.

(2) Jika nilai dan harga barang telah
ditentukan dalam akad, makabarang
itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai
dengan hargayang telah ditentukan

(3) Jika penerima kuasa membeli
sesuatu dengan harga yang
sangatjauh berbeda dengan harga
yang wajar, maka pemberi
kuasatidak terikat oleh pembelian itu.

Pasal 479

Jika pihak yang ditunjuk sebagai
penerima kuasa pembelianmembeli
suatu barang dengan cara
menukarkannya dengan baranglain,
maka transaksi pemberian kuasa itu
berlaku untuk musimtersebut.

Pasal 480

Jika satu pihak menunjuk pihak lain
sebagai penerima kuasa
untukmembeli suatu barang tertentu
tidak boleh membeli barang ituuntuk
dirinya sendiri.

Pasal 481

(1) Apabila setelah membeli barang
itu penerima kuasamengatakan
bahwa ia telah membeli barang itu
untuk dirinyasendiri, barang itu tetap
menjadi milik pemberi kuasa.

(2) Jika penerima kuasa membeli
barang dengan harga lebihtinggi dari
harga yang telah ditetapkan oleh
pemberi kuasa,atau membelinya
dengan harga yang tidak wajar, maka
barangitu jadi milik penerima kuasa.

(3) Barang yang dibeli oleh penerima
kuasa menjadi miliknya jikatelah
mendapat izin dari pemberi kuasa
untuk membelibarang atas nama
penerima kuasa.

121
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Pasal 482

Jika penerima kuasa menyatakan
bahwa ia akan membeli baranguntuk
dirinya di hadapan pemberi kuasa,
maka barang itu menjadimiliknya.

Pasal 483

Jika dua pihak secara terpisah
menunjuk pihak yang sama
sebagaipenerima kuasanya untuk
membeli sesuatu barang, maka
barang ituakan menjadi milikpihak
pemberi kuasa.

Pasal 484

Pihak penerima kuasa yang ditunjuk
untuk melakukan pembeliansuatu
barang tidak boleh menjual barang
miliknya sendiri kepadapemberi
kuasa.

Pasal 485

Jika penerima kuasa khawatir akan
terjadi kerusakan pada barangyang
dibelinya sebelum diserahkan kepada
pemberi kuasa, maka iasendiri
berhak mengembalikan barang
tersebut kepada penjual.

Pasal 486

(1) Pembelian benda yang ‘aib
karena kekeliruan yang diakukanoleh
penerima kuasa dapat dibatalkan.

(2) Penerima kuasa dalam ayat (1)
dapat membatalkan jual belisetelah
mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 487

Penerima kuasa tidak berhak
mengembalikan barang yang
‘aibkarena kekeliruan kepada pihak
penjual kecuali setelah mendapatizin
dari pihak pemberi kuasa pembelian.

Pasal 488

(1) Jika pihak penerima kuasa
membeli suatu barang untukdibayar
pada waktu yang akan datang,
penerima kuasa tidakberhak meminta
pembayaran tunai kepada pemberi
kuasa.

(2) Jika penerima kuasa itu membeli
dengan pembayaran tunai saatitu
juga, dan penjual kemudian
menangguhkan tanggalpembayaran,
maka penerima kuasa itu berhak
menuntutpembayaran tunai dari
pemberi kuasanya.

Pasal 489

(1) Jika penerima kuasa untuk
pembelian membayar harga
dariuangnya sendiri lalu mengambil
barang yang dibelinya, makaia bisa
menuntut hak pertanggungannya
kepada pemberikuasa.

(2) Seorang penerima kuasa yang
disebut pada ayat (1) di atasbisa
mendapat ganti uang yang telah
dibayarkannya, ataumelakukan hak
penahanan atas barang itu sampai
pemberikuasa membayarnya.

Pasal 490

(1) Jika barang yang dibeli oleh
penerima kuasa secara tak
sengajarusak atau hilang tatkala
masih berada di tangannya,
makagantirugi dibayar oleh pemberi
kuasa dan tidak boleh adapotongan
harga.

(2) Jika penerima kuasa melakukan
hak penahanan atas baranguntuk
mendapatkan pembayaran, namun
barang tersebutrusak atau hilang
karena kelalaiannya, maka penerima
kuasaharus mengganti kerugian.

Pasal 491
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Pihak penerima kuasa pembelian
tidak boleh menghapuskan suatu

transaksi jual-beli tanpa izin dari
pemberi kuasa.

Pemberian kuasa Untuk Penjualan

Pasal 492

Pihak penerima kuasa yang telah
diberi kekuasaan penuh
untukmelaksanakan suatu proses
transaksi jual-beli berhak menjual
hartamilik pemberi kuasa dengan
harga yang wajar.

Pasal 493

(1) Jika pemberi kuasa telah
menentukan harga, maka
penerimakuasa itu tidak boleh
menjual lebih rendah dari harga
yangtelah ditentukan.

(2) Jika penerima kuasa menjual
dengan harga yang lebih
rendah,maka transaksi tersebut
dihentikan sementara (mauquf)
atautergantung pada izin pemberi
kuasa.

(3) Pemberi kuasa berhak menuntut
ganti rugi kepada penerimakuasa
yang menjual barang dengan harga
yang lebih rendahdari harga pasar
atau lebih rendah dari harga yang
disepakatidalam akad tanpa izin.

Pasal 494

Penerima kuasa tidak boleh membeli
barangnya sendiri untuk danatas
nama pemberi kuasa kecuali atas izin
pemberi kuasa.

Pasal 495

(1) Penerima kuasa dibolehkan
menjual secara mutlak jika
kuasapenjualan bersipat mutlak.

(2) Penerima kuasa dibolehkan
menjual secara terbatas jika
kuasapenjualan bersipat terbatas.

Pasal 496

(1) Jika dalam kuasa penjualan
dinyatakan secara mutlak,
makapenerima kuasa boleh menjual
harta secara tunai atau cicilan.

(2) Jika dalam kuasa penjualan
dinyatakan bahwa penjualanbarang
harus dilakukan secara tunai, maka
penerima kuasahanya boleh
menjualnya secara tunai.

Pasal 497

Jika dalam kuasa penjualan
dinyatakan bahwa penerima
kuasahanya boleh menjual harta
secara keseluruhan, maka
penerimakuasa tidak boleh menjual
sebagiannya saja kecuali
setelahmendapat izin dari pemberi
kuasa.

Pasal 498

Penerima kuasa berhak menuntut
jaminan dari pembeli benda
yangpembayarannya dicicil
meskipun tanpa izin dari pemberi
kuasa.

Pasal 499

Penerima kuasa boleh menjual harta
jaminan dari pembayarancicilan yang
macet setelah mendapat izin dari
pemberi kuasa.

Pasal 500

Penerima kuasa tidak bertanggung
jawab atas pembiayaan yangmacet
yang terjadi bukan karena
kelalaiannya.

Pasal 501
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Pemberi kuasa dibolehkan menerima
pembayaran secara langsungdari
benda yang dijual oleh penerima
kuasa dengan
sepengetahuanpenerima kuasa.

Pasal 502

(1) Penerima kuasa penjualan berhak
menerima imbalan dariprestasinya
berdasarkan kesepakatan dalam akad.

(2) Jika dakam akad tidak ditentukan
mengenai imbalan bagipenerima
kuasa, maka penerima kuasa tidak
berhak menuntutimbalan.

(3) Pihak penerima kuasa secara
profesional berhak
mendapatkanimbalan berdasarkan
peraturan perundang-undangan
dankesepakatan.

Pasal 503

(1) Jika seseorang memberi perintah
kepada orang lain
untukmembayarkan sejumlah uang
kepada pihak ketiga, ataukepada
negara, dan orang ini membayarkan
uang yang diambildari hartanya
sendiri, maka ia boleh
melaksanakanpertanggungan itu
kepada orang yang memberi
perintah, baikpertanggungan itu
disyaratkan atau tidak.

(2) Pelaksanaan tersebut berlaku baik
ia menggunakan ungkapanyang
menunjukkan pertanggungan, atau
tidak.126

Pasal 519

(1) Pemberi kuasa berhak
memberhentikan penerima kuasa
yangditunjuk untuk menerima hutang
pada waktu yang berutangtidak
hadir.

(2) Jika yang berutang membayar
utangnya kepada penerimakuasa

sebelum diberi tahu tentang
pemberhentiannya, makayang
berutang tadi bebas dari utangnya.

Pasal 524

(1) Penerima kuasa yang
menyalahgunakan kekuasaan
dapatdikenai sanksi.

(2) Pengadilan dapat memutuskan
sanksi denda atau ta’zir dalambentuk
lain kepada pihak penerima kuasa
yangmenyalahgunakan
kekuasaannya atas gugatan pihak
pemberikuasa.1

(3) Pengadilan dapat menetapkan
pihak penerima kuasa
yangmenyalahgunakan kekuasaanya
ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525

(1) Pihak pemberi kuasa yang
membatalkan kuasanya
secarasepihak kepada pihak
penerima kuasa sehingga
menimbulkankerugian pada pihak
penerima kuasa dapat dikenai sanksi.

(2) Pengadilan dapat memutuskan
sanksi denda atau ta’zir dalambentuk
lain kepada pihak pemberi kuasa
yang yangmembatalkan pemberian
kuasa secara sepihak yangmerugikan
pihak penerima kuasa.

(3) Pengadilan dapat menetapkan
pihak pemberi kuasa
yangmenyalahgunakan kekuasaanya
ke dalam daftar orang tercela.

Rukun dan syarat wakalah

Menurut kelompok
hanafiyah, rukun wakalah hanyalah
ijab dan Kabul. Adapun menurut
jumhur ulama, rukun wakalah ada
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empat, yaitu muwakkil( orang yang
mewakilkan ), wakil, muwakkilfih (
objek yang diwakilkan ), dan lafaz
serah terima.

Muwakkil ialah orang yang
mewakilkan suatu pekerjaan kepada
orang lain. Untuk menjadi muwakkil
disyaratkan agar ia termasuk orang
yang cakap melakukan perbuatan
hukum. Karena itu, tidak sah akad
wakalah yang dilakukan orang gila
atau anak yang belum
mumayiz.Perwakilan merekatidak
sah karena sejak awal mereka tidak
cakap melakukan perbuatan hukum.
Menurut kelompok Hanafiyah ,
perwakilan anak kecil yan sudah
mumayiz adalah sah dalam hal
tidakan yang bermanfaat baginya,
seperti perwakilan untuk menerima
hibah, sedekah, dan wasiat. Apabila
tindakannya merugikan bagi dirinya,
maka perwakilannya tidak sah,
seperti member hibah dan sedekah.

Syarat bagi wakilsama seperti
syarat bagi muwakkil. Artinya, ia
juga harus orang yang cakap
melakukan perbuatan hukum. Karena
itu, seorang wakil haruslah berakal,
tidak boleh gila, berpenyakit ayan,
atau anak yang belum mumayiz.
Menurut kelompok hanafiyah, anak
yang sudah mumayiz boleh menjadi
wakil karena ia sama dengan orang
dewasa. Amr, putra sayidah ummi
salamah, mengawinkan ibunya
dengan rasul saw, padahal ketika itu
ia belum dewasa ( HR. an-nisa’i dan
abu’ dawud ). Jumhur ulama, seperti
kelompok syafi’iyah, malikiyah, dan
hanabilah, berpendapat bahwa
wakalah seorang wakil yang belum
dewasa tidak dianggap sah.Secara
khusus, menurut kelompok
hanafiyah, wakil juga diyaratkan agar

benar-benar bermaksud menerima
akad wakalah ini dan harus
ditetapkan secara jelas oleh pihak
muwakkil. Tentu wakil jugaharus
tahu siapa yang menjadi muwakkil(
yang mewakilkan ) kepadanya.7

Muwakkal fih ialah objek yan
dijadikan tujuan oleh akad
wakalah.Dalam hal ini disyaratkan
beberapa hal sebagai beriku. Benda
atau  pekerjaan itu adalah milik
muwakkil,jelas, dan dapat
diwakilkan. Selain itu, muwakkal fih
disyaratkan harus diketahui oleh
wakil. Namun, jika muwakkal fih-
nya tidak jelas dan tidak mencolok ,
maka hukumnya boleh, misalnya
seorang menyuruh membeli sesuatu
yang ukuran dan bentuknya tidak
jelas. demikianlah pendapat
hanafiyah. Begitu pula dibolehkan
apabila muwakkil menyatakan secara
mutlak kepada wakilnya.“
persyaratan si wakil yang menerima
perwakilan tersebut persyaratan ini
berlaku terhadap semua akad yang
dilakukan oleh manusia untuk
dirinya sendiri, seperti pada jual beli,
ijarah, hibah, sedekah, dan rahn.

Syarat-syarat sighah
Menurut para ulama mazhab syafi’i,
terdapat dua syarat untuk sighah.
- Akad wakaalah berlangsung dengan
lafal yang menunjukkan adanya
keridhaan terhadap perwakilan itu,
baik secara terang terangan maupun
secara sindiran ( tidak terang-
terangan ). Misalnya,” saya
mewakilkan kepadamu untuk
menjual rumahku”,atau,” saya
menepatkanmu pada posisiku untuk
menjual rumahku.” Dalam qabul

7
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tidak disyaratkan adanya ucapan,
melainkan cukup dengan perbuatan,
seperti mengizikan tamu untuk
makan makanan yang dihidangkan .
- menurut para ulama syafi’i,
disyaratkan akad wakaalah tidak
dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti
ucapan seorang,” jika si fulan datang
dari perjalanan, maka engkau
menjadi wakilku untuk melakukan
hal ini.” Akan tetapi, boleh
mengaitkannya dengan sesuatu jika
sesuatu tersebut terjadi setelah
wakaalah itu terlaksana, seperti,”
saya mewakilkan kepadamu untuk
menjual rumahku dengan syarat
penjualan itu telah terlaksana ketika
kedatangan si fulan.” Juga sah
membatasi wakaalah dengan waktu
seperti pembatasan perwakilan itu
selama satu bulan.

1. Syarat Muwakkil
Syarat muwakkil adalah

pemilik kewenangan untuk
melakukan tindakan terhadap sesuatu
yang dia wakilkan dan semua
konsekuensi hukum tindakan itu
berlaku padanya. Dengan ini tidak
sah perwakilan dari orang gila, orang
yang tak sadar, dan anak kecil yang
belum mumayiz. Karena, mereka
tidak memiliki sifat berakal yang
merupakan salah satu syarat
kecakapan hukum ( al-ahliyyah ). Di
samping itu, semua konsekuensi
hukum dari tindakan yang mereka
lakukan tidak berlaku pada mereka.

2. Syarat-Syarat Wakil
Disyaratkan wakil adalah

orang yang berakal. Maksudnya, dia
mengetahui transaksi dengan baik,
yaitu mengetahui bahwa menjual
berarti saalib ( menghilangkan
kepemilikan terhadap barang ) dan
membeli adalah jaalib ( mendapatkan
kepemilikan terhadap barang ). juga

bisa membedakan antara ghoban
alyasiir ( perbedaan harga yang
ringan dari harga yang umum)
dengan al-ghoban al-faahisy (
perbedaan harga yang parah ).
Sehingga tidak sah mewakilkan
kepada orang gila dan ank kecil yang
tidak mumayyiz. Adapun anak kecil
yang mumayyiz, maka menurut para
ulama mazhab hanafi, sah untuk
mewakilkan sesuatu kepadanya, baik
ia dibolehkan untuk melakukan jual
beli sendiri mapun mahjuur (
dihalangi untuk membelanjakan
hartanya sendiri.

Muwakkal fiih adalah milik
muwakkil. Muwakkil fiih tersebut
diketahui sebagian aspeknya,
muwakkil fiih bukan berupa perintah
untuk mengutang dari orang lain.

3. Tindakan-tindakan wakil
dalam jual beli yang di
dalamnya dia dicurigai lebih
mementingkan dirinya
Wakil untuk menjual sesuatu

tidak boleh menjualnya untuk dirinya
sendiri, karena dia dicurigai dalam
tindakannya itu. Disamping itu, hak
dan kewajiban yang merupakan
konsekuensi dari penjualan itu ada di
tangannya, sehingga penjualan
kepada dirinya mengakibatkan
adanya satu orang saja dalam satu
waktu, yaitu dia sebagai orang yang
menyerahkan dan dia juga orang
yang menerima barang. Di samping
itu, dia adalah orang yang meminta
pembayaran dan dia juga orang yang
diminta untuk membayar. Sedangkan
ini adalah mustahil. Berdasarkan hal
ini , berdasarkan hal ini, para ahli
fiqih mensyaratkan bahwa agar akad
jual beli itu sah, maka orang yang
melangsungkannya hendaknya lebih
dari satu orang.
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Disamping itu, menurut Abu
Hanifah, wakil tidak boleh menjual
atau membeli dengan harganya yang
umum atau kurang dari yang umum
kepada atau dari ayahnya, kakeknya,
anaknya dan semua orang yang tidak
terima kesaksian mereka untuknya,
seperti cucunya dan istrinya.8 Karena
menjual kepada mereka adalah
menjual kepada kepada dirinya
sendiri jika dilihat dari sisi makna,
disebabkan manfaat dari suatu
masing-masing mereka yang dari
satu sisi saling keterkaitan.9

Sehingga didalam penjualan wakil
kepada mereka terdapat kecerugiaan
pengutamaan wakil terhadap mereka
untuk mendapatkan barang yang
dijual. Dasar ketidakbolehan ini
adalah tidak diterimanya kesaksian
salah seorang dari mereka untuk
salah seorang dari mereka juga,
berbeda jika untuk orang lain yang
bukan kerabat.

Kedua murid abu hanifah
mengatakan bahwa wakil boleh
menjual dengan harga yang umum
kepada orang-orang tersebut, tetapi
tidak boleh menjual untuk dirinya
sendiri, karena perwakilan tersebut
adalah mutalak. Penjualan kepada
mereka dan kepada orang lain adalah
sama, dan tidak sama, maka manfaat
dari kepemilikan mereka tidak sama,
maka manfaat dari kepemilikan itu

8 Adapun jika dari harga yang
umum, maka itu dibolehkan.

9 Dalil akan hal ini adalah bahwa
umumnya mereka dapat saling mengambil
manfaat dari barang yang dimiliki
masing-masing mereka, sehingga dari satu
aspek setiap mereka seakan-akan memiliki
harta yang dimiliki oleh pihak lain.

pun tidak senantiasa menjadi milik
mereka secara bersama.10

Para ulama mazhab maliki berkata
bahwa wakil untuk menjualnya
kepada dirinya sendiri, anak kecil,
orang dungu atau gila yang ada
dalam asuhannya. Namun dia boleh
menjualnya kepada istrinya dan
anaknya yang sudah pandai jika tidak
ada unusr nepotisme di dalamnya.
Diriwatkan dari imam malik bahwa
menurutnya wakil boleh membeli
sesuatu untuk dirinya sendiri.11

Para ulama mazhab syafi’i
dalam pendapat mereka yang lebih
shahihdan para ulama mazhab
hambali dalam salah satu riwayat
dari ahmad mengatakan bahwa wakil
untuk menjual sesuatu tidak boleh
menjualnya kepada dirinya sendiri
dan anaknya yang masi kecil. Tetapi,
dia boleh menjualnya kepada
ayahnya, kakeknya, anaknya yang
sudah balig, dan seluruh
keturunannya yang sudah mandiri.
Karena dia menjualnya dengan harga
yang juga boleh dia tetapkan ketika
menjualnya kepada orang lain,
sehingga tidak ad kecurigaan di
dalamnya, maka dia seperti menjual
kepada temannya.12

Dengan ini menjadi jelas
bahwa para ulama mazhab hanafi
secara mutlak tidak membolehkan
wakil dalam penjualan sesuatu
menjualnya kepada dirinya sendiri.
Adapun jumhur ulama, maka mereka
tidak membolehkannya kecuali jika
muwakkil mengizinkannya. Para

10Badan ‘i ash-shanaa’i, vol. VI,
hlm. 28,

11Al-Mughni, vol. V, hlm. 107
12Mughnil al-Muhtaaj, vol. II,

hlm. 224, al-Mughni, vol. V, hlm. 107.
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ulama mazhab maliki juga
menetapkan dua syarat lain.
- penjualan tersebut dihadiri oleh
muwakkil dan dia tidak menolaknya.
- tidak ada keinginan orang lain
kepada barang itu dan harganya
disebutkan.

Abu hanifah melarang wakil
dalam penjualan sesuatu menjualnya
kepada pokok keturunannya, anak
cucunya dan istrinya. Sedangkan
jumhur ulama membolehkan wakil
itu menjualnya kepada poko
keturunannya dan istrinya dengan
harga yang umum, tetapi tidak boleh
menjualnya kepada anak cucunya.
Menurut saya, pendapat abu hanifah
lebih kuat, apalagi di zaman
sekarang. Hal ini dalam rangka
menghindari adanya kecurigaan.

Kesimpulan. Wakil harus
konsisten dengan seluruh
kewajibannya dan melaksanakan apa
yang menjadi kewajibannya
berkaitan dengan hak muwakkil . di
sisi lain muwakkil wajib menanggung
kerugian yang terjadi pada barangnya
jika hal itu bukan karena pelanggaran
atau keteledoran wakil. Dia juga
wajib untuk membayar upah yang
menjadi hak wakil jika wakaalah itu
dengan upah dan wakil telah
melakukan pekerjaan yang
diperintahkan kepadanya.

Ketidakjelasan dalam
wakalah pembelian yang bersifat
umum dan khusus. Di sini saya akan
menjelaskan tentang tindakan-
tindakan hukum wakil untuk
membeli dalam wakaalah yang
mutlak dan dibatasi.13

13Lihat perinciannya dalam kitab
badaa’I’ ash-shanaa’I’, vol. VI, hlm. 29
takmilah fathil qadiir, vol. VI, hlm 57, al-
mabsuuth, vol. XIX, hlm. 39

Jika wakaalah tersebut
merupakan wakaalah yang dibatasi
dengan batasan-batasan tertentu,
maka hendaknya wakil senantiasa
menjaga batasan itu sebisa mungkin,
baik batasan itu untuk barang yang
dibeli maupun harganya. Jika
wakilmenyalahi syarat atau batasan
yang ditetapkan oleh muwakkil,
maka muwakkil tidak harus membeli
barang yang dibeli oleh wakil,
kecuali jika tindakan wakil itu lebih
baik baginya, maka muwakil harus
membelinya.
Contoh batasan untuk membeli.
Muwakkil berkata kepada wakilnya, “
namun wakil membelikan lemari es
produksi Negara lain, maka
muwakkil tidak harus membeli lemari
es itu.

Untuk mencegah terjadinya
perselisihan, maka muwakkil dalam
pembelian sesuatu, hendaknya
menyebutkan jenis dan sifatnya atau
jenis dan harganya, kecuali jika dia
mewakilkan kepada wakil dalam
akad wakaalah yang umum. Yaitu
misalnya dia berkata, “ hal ini karena
muwakkil menyerahkan pembelian
itu pada pendapat wakil, sehingga
apa saja yang dia belikan maka-
menurut abu hanifah – itu berlaku
untuk muwakkil. Hal ini berbeda
dengan kedua muridnya yang
mengatakan bahwa wakil terikat
dengan’urf dan kebiasaan.14

Para ulama mazhab maliki, syafi’I
dan habali mengatakan bahwa jika
wakaalah tersebut adalah wakaalah
untuk membeli secara mutlak, maka
pembeli ( wakil ) harus membelinya
dengan harga yang umum dan tidak
melebihinya dengan kadar yang tidak

14Al-kitaab ma’a al-lubaah, vol
III, hlm.142,147.
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ditoleransi oleh orang-orang pada
umumnya tanpa adanya izin dari
muwakkil. Hal ini karena wakil
dilarang merugikan muwakkil dan
diperintahkan untuk melakukan yang
terbaik untuknya. Sedangkan
tambahan yang melebihi harga
umum adalah merugikan muwakkil
dan bukan tindakan yang baik
sesuatu yang baik untuknya.15 Dia
juga tidak boleh membeli sesuatu
yang cacat yang dia ketahui, karena
muwakkil tidak mengizikannya untuk
membeli sesuatu yang cacat, dan bisa
jadi muwakkil tidak mampu
mengembalikan lagi barang itu
karena penjualnya telah melarikan
diri, sehingga dia pun dirugikan.

Jika seseorang diwakilkan
untuk membeli sosok benda tertentu,
maka dia tidak boleh membelinya
untuk dirinya sendiri, jika wakil
membeli barang itu, maka barang itu
menjadi milik muwakkil. Karena jika
dia membeli barang itu merupakan
pembatalan dirinya terhadap akad
wakaalah tersebut, sedangkan dia
tidak mempunyai kewenangan untuk
membatalkan akad wakaalah itu
kecuali dengan sepengetahuan
muwakkil.

Adapun jika muwakkil
mewakilkan keapadanya untuk
membeli sesuatu tapi sosoknya tidak
ditentukan, maka wakil boleh
membeli barang yang sama untuk
dirinya sendiri, kecuali jika dia
meniatkannya untuk muwakkil. Wakil
untuk memeli sesuatu tidak boleh
memebelinya dari dirinya sendiri,
sebagaimana tidka boleh menjual
untuk dirinya sendiri barang yang

15Ibn Rusyd, Bidaayah al-
mujtahid, vol. II, hlm. 298.

penjualannya diwakilkan kepadanya.
Dan, ini merupakan kesepakatan para
ulama mazhab hanafi,syafi’I hambali
dan maliki. Karena hak dan
kewajiban yang menjadi konsekuensi
akad, seagaimana telah kita ketahui
menrut mazhab hanafi dan syafi’i,
adalah ada di tangan wakil.Padahal
tidak mungkin seseorang dalam satu
waktu menjadi orang yang
menyerahkan dan menerima,
meminta dan diminta
pembayarannya.Hal ini karena
terdapat kecurigaan terhadap wakil
ketika dia membeli barang yang
ditentukan muwakkil untuk dirinya
sendiri.Namun diriwayatkan dari
iman malik bahwa dia membolehkan
wakil dalam pembelian suatu barang
untuk membeli barang itu dari
dirinya sendiri dengan harga yang
umum atau lebih mahal.16

Kewajiban muwakkil dalam hal ini
adalah membayar harga barang yang
dibeli.Menanggung kerugian yang
terjadi jika bukan karena pelanggaran
atau keteledoran wakil.Membayar
upah wakil jika wakaalah itu dengan
upah.Membeli dengan harga yang
umum berdasarkan kebiasaan yang
berlaku.Membeli barang yang tidak
cacat, ini adalah menurut jumhur
ulama selain Abu
Hanifah.Sedangkan menurut para
ulama mazhab Hanafi wakil harus
membeli sesuatu yang ditentukan
untuk muwakkilnya, bukan untuk
dirinya dan kerabatnya.Menurut para
ulama mazhab Maliki, wakil harus

16Ibn Rusyd, Bidaayah al-
mujtahid, vol.II, hlm. 298, al-mughni,vol.V,
hlm.107
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melkukan sesuatu yang mengandung
maslahat bagi muwakkil.17

Kewenangan Wakil Dalam
Wakalah Untuk Membeli membeli
barang dengan harga lebih rendah
dari yang telah ditetapkan oleh
muwakkil. Hal ini dibolehkan karena
ia merupakan tindakan yang yang
menyalahi ketentuan muwakkil
namun menjadi kebaikannya.
Meminta kepada muwakkil untuk
mengganti uangnya yang telah dia
gunakan untuk membayar barang
yang dia beli untuk muwakkil.Tidak
menyerahkan kepada muwakkil
barang yang dia belikan hingga dia
menerima seluruh pembayaran
barang itu dari muwakkil
tersebut.Mengembalikan barang
kepada penjualnya jika ada cacat,
selama barang itu masiha da di
tangannya.

Konsekuensi hukum akad
wakaalah dalam akad jual beli dan
sejenisnya yang tergantung pada ijab
dan qabul, maka konsekuensi
hukumnya adalah tetapnya
kepemilikan pembeli terhadap
barang ayang di beli dan kepemilikan
penjual terhadap bayaran.Para ahli
fiqih sepakat bahwa konsekuensi
hukum dari akad yang dilangsungkan
oleh wakil adalah milik muwakkil,
bukan milik wakil.Karena wakil
adalah juru bicara bagi muwakkil,
dan dia melakukan akad untuk
muwakkili tersebut.Dan dia telah
mendapatkan kewenangannya itu
dari muwakkil.

Menurut jumhur ulama,
konsekuensi hukum suatu akad
adalah milik muwakkil secara

17Ibn Rusyd, Bidaayah al-
mujtahid, vol.II, hlm. 298,

mutlak, baik wakil itu menisbatkan
akad kepada dirinya atau kepada
muwakkilnya.Menurut para ulama
mazhab, konsekuensi hukumakad itu
menjadi milik muwakkil jika ketika
akad wakil menyatakan bahwa dia
melakukan akad itu untuk
muwakkilnya.Benda yang merupakan
objek transaksi juga secara langsung
menjadi milik muwakkil dengan
selesainya transaksi itu, tanpa perlu
menetapkannya terlebih dahulu
sebagai milik wakil lalu
memindahkan kepemilikannya
kepada muwakkil.Ini adalah menurut
empat mazhab.Aasannya adalah
karena pada hakikatnya wakil bekerja
untuk muwakkil dan berdasarkan
perintahnya.18

Terkait dengan Rukun dan Syarat
wakalah ini, Dewan Syari’ah
Nasional dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah juga menjelaskan
sebagai berikut:

Pasal 462

(1) Orang yang menjadi penerima
kuasa harus cakap bertindak hukum.

(2) Orang yang belum cakap
melakukan perbuatan hukum tidak
berhak mengangkat penerima kuasa.

(3) Seorang anak yang telah cakap
melakukan perbuatan hukum yang
berada dalam pengampuan, tidak
boleh mengangkat penerima kuasa

18Tabyiin al-haqaa’iq karya az-
zaila’I, vol. IV. Hlm. 256, al-faraa’id al-
bahiyyah fil qawaa’id al-fiqhiyyah karya
syeikh Mahmud hamzah,hlm.138, al-mughni
karya ibnu qudamah,vol.V,hlm.138,mughnil
almuhtaaj,vol.II, hlm.229 dan bidaayah al-
mujtahid,vol.II,hlm.298, al-
muhadzdzab,vol,I,hlm.356.
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untuk melakukan perbuatan yang
merugikannya.

(4) Seorang anak yang telah cakap
melakukan perbuatan hukum yang
berada dalam pengampuan, boleh
mengangkat penerima kuasa untuk
melakukan perbuatan yang
menguntungkannya.

(5) Seorang anak yang telah cakap
melakukan perbuatan hukum yang
berada dalam pengampuan, boleh
mengangkat penerima kuasa untuk
melakukan perbuatan yang mungkin
untung dan mungkin rugi dengan
seizin walinya.

Pasal 463

(1) Seorang penerima kuasa harus
sehat akal pikirannya dan
mempunyai pemahaman yang
sempurna serta cakap melakukan
perbuatan hukum, meski tidak perlu
harus sudah dewasa.

(2) Seorang anak yang sudah
mempunyai pemahaman yang
sempurna serta cakap melakukan
perbuatan hukum sah menjadi
seorang penerima kuasa.

(3) Seorang anak penerima kuasa
seperti disebut pada ayat (2) di atas,
tidak memiliki hak dan kewajiban
dalam transaksi yangdilakukannya.

(4) Hak dan kewajiban dalam
transaksi seperti disebut pada ayat(3)
di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Sedangkan
aturanwakalahdalam
akadmurabahah Dewan Syari’ah
Nasional telah menetapkan
fatwahnya;

Jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual

beli murabahah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank.

Dalam murabahah penjual
harus memberitahu harga produk
yang dibeli dan menentukan besaran
keuntungan sebagai tambahan19Dari
penjabaran aturan dan definisi
tersebut dapat dipahami bahwa
dalam murabahah tidak boleh hanya
jual beli semu, dengan kata lain
bahwa penjual harus benar-benar
menjual dan menyerahkan barang
yang dijualnya.Jadi, wakalah yang
dilakukan oleh nasabah untuk
keperluan nasabah sendiri pada
dasarnya boleh, begitu juga pada
akad murabahah.akan tetapi jika
wakalah itu dilakukan oleh nasabah
untuk dirinya sendiri dan melalui
akad selanjutnya untuk pemindahan
kepemilikan, maka setelah nasabah
(wakil) membeli benda yang
dibutuhkannya supaya benda tersebut
berpindah menjadi milik
nasabah(wakil), harus ada akad
pemindahan kepemilikan dari
muwakil (bank) kepada wakil
(nasabah).

Akibat hukum wakalah.

Apabila akad wakalah telah
terjadi, maka wakil bersifat amanah
terhadap isi wakalah tersebut.Ia tidak
dituntut membayar ganti rugi kecuali
apabila melampaui batas atau
menyia-nyiakan benda wakalah.
Kata-kata wakil yang amanah
dibenarkan apabilabarang
wakalahnya rusak ketikaberada di
tangannya. Termasuk perbuatan yang

19M Syafi’i Antonio, Ekonomi
Islam Teori dan Praktek, Jakarta, 2001, h.
101
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melampaui batas dan menyia-
nyiakan waktu ( teledor ) apabilaia
menyerahkan barang wakalah
kepada pembeli sebelum harganya
diterima dan menggunakan
bendawakalah secara khusus atau
meletakkannya tidak hati-hati.

Berakhirnya wakalah.Akad
wakalah berakhir dengan hal-hal
sebagai berikut, yaitu salah seorang
yang berakad wafat atau menjadi gila
, pekerjaan yang di wakalahkan
sudah selesai, dan muwakkl memecat
wakil seketika tanpa
sepengethuannya.Demikianlah
menurut asy-Syafi’i dan kelompok
Hanabilah.Menurut kelompok
Hanafiyah, wakil harus mengetahui
pemecatan dirinya. Apabila ia belum
mengetahuinya, tindakannya sama
dengan tindakan wakil yang sah.
Wakalah berakhir dengan
pengunduran diri wakil dari
kedudukannya sbagai wakil. Menurut
kelompok Hanafiyah, muwakkil
harus mengetahui bahwa wakil telah
mencabut statusnya sebagai wakil
agar ia ( muwakkil ) tidak dirugikan.

Penutup

Wakalah merupakan
melimpahkan wewenang kepada
orang lain untuk bertindak sebagai
dirinya dalam melakukan suatu
pekerjaan (akad) tertentu, seperti
dalam jual beli. Sesungguhnya Islam
membolehkan akad wakalah dengan
ketentuan bahwa antara muwakil dan
wakil terjadi kesepahaman dan
kepercayaan (amanah) sehingga
tidak ada kemudaratan dalam proses
wakalah tersebut. Begitu juga
dengan proses pengadaan benda yang
dibutuhkan oleh nasabah yang

selanjutnya benda tersebut akan
dilakukan pemindahan kepemilikan
dari muwakil kepada wakil dengan
menggunakan akad murabahah.
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